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VISI MISI 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

Visi : 

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada 

tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai- nilai 

Kristiani dan Pancasila. 

Misi : 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan 

perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global. 

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku 

yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan 

internasional. 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi 

penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, 

lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu 

hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
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H. Ringkasan Isi  : 

  

Justice Collaborator, yaitu saksi pelaku yang bekerjasama untuk 

mengungkapkan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini 

Justice Collaborator memiliki peran sekaligus menjadi kunci untuk 

mengungkapkan suatu tindak pidana dalam upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

ketentuan hukum terhadap status Justice collaborator dalam memberikan 

kesaksian terhadap kasus tindak pidana, bentuk perlindungan hukum 

terhadap status Justice Collaborator. Syarat yang dipenuhi agar seorang 

mendapat Justice Collaborator terdapat beberapa rujukan yang diatur Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang 

perlakuan bagi Whistle Blower dan Justice Collaborator dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dan 

peraturan perundang-undangan lainya Peran Justice Collaborator dalam 

membantu penegak hukum.  

Bentuk perlindungan hukum Justice Collaborator masih belum ada 

peraturan yang mengatur secara khusus, jelas dan tegas mengenai 

pengaturan dan prosedural penetapan sebagai seorang Justice Collaborator, 

seharusnya aturan mengenai perlindungan Justice Collaborator diatur 

secara terperinci dan jelas karena peranan saksi pelaku yang bekerjasama 

sangat dibutuhkan untuk pengungkapan seperti tindak pidana korupsi, 






